KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 968 TAHUN 2019
TENTANG
' PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL AL BAROKAH TEMUASRI SEMPU KABUPATEN BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan
Raudhatul Athfal yang bermutu, perlu memberikan
kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum
untuk menyelenggarakan Raudhatul Athfal sesuai dengan
standar nasional pendidikan;

b. bahwa Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan
administratif, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan
berdasarkan Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang
Pendidikan Madrasah Nomor :
70/Kw.13.2.5/PP.00/05/2019 tanggal 27 Mei 2019 dan
Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Banyuwangi Nomor: B-
911/kk.13.30/2/PP.00/04/2019 tanggal 23 April 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa
Timur tentang Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal
Al Barokah Temuasri Sempu Kabupaten Banyuwangi
Provinsi Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistcm
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2095
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan" Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telelllsl
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 :I‘ahun 20
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan P'cmenntah quor
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia ’I_‘ahun 201_3 Nomor
71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5410);
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.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah

Atas/Madrasah Aliyah;

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan
Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun
2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam
pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam
pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 684);

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

P Peimtnenn Moot Agaie Bowor B0 Tl A00Y teatang
Pvnyeleiggintainn Peipiitileniy Modiaaaly, astugalinnn elnh
P i Peindaenn Meviert Apaiiag oo O6 'Tibiig
SO qeniiingg Periibnding Kedin Alpse Frintienn Medterd
Apii oot B0 Taliiiiy AOUE wadiigg Perivelenpatann
Vet iebibin Madenanty

MEMUPTEIRIRAR

Menitaphnn REPUTURAN - KEPALA - KANTOR  WILAYALL  KIEMISNTIGHIAN
ACAMA TENTANG PEMINERIAN 12N OPERABITONAL PIMITIRIAN
RAUDTIATUL  ATHIPAL AL BARGKAN TEMUASIE  BIEM I
RARUPATEN DANYUWANGE PROVINAL AWA TIMU,

WHATL CMeimberilnn izt operasional  pendiving Roudhatal - Athin
aehagainiana tercantum didam Lompiean dan merapakan baglnn
Hladc terpinalibinn did Keputusan (nl,
RACEUIA e Randhoatal Athiad setelah jnogho wadda o (empint) tadian,
Kepitn Rovdhatud Athtal vy hersanglkuton wiih
i Meonvampathan  laporan perkembatgan Kaadhatoal - Athlal
lepiada Kepnln Kantor Kementerlnn Agamine ying, meinund
padigg aedildt perkembangan jumlahy pesertn dledilk,
pelalinnnann lurloadnm,  pelakennaan penenihnn stnndar
siranin prasarann,  dun pelakeannnnn pemenuhon standir
peodidilc don tennpn kependidilan; doan/otan
b Mengajubion pendalturan visltant alreditnnl PAUD/ Raudhntul
Athiil kepnda DAP Paud din PNIF sesunl Ketentunn peraturin
perandang undangan,

KISTIOA

Dalam  hal - perkembangan - Raudhatul - Athial - sebagnimang
dimaknud didnm Diktum Kedun harat o dinflnd memenuhi
standar  peloyanan mindmal  penyelenggarann pendidikan
doan/otan hasdl nkreditost sebapadmana dimaksud Diktum Kedun
hurut b mendapat peringkat minfmal €, makn izin opernsional
sebagaimann dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku,

KIEMPAT Dalam  hal  perkemboangan Raudhatul - Athfal  sebogalmann
dimalsud  dalam Diktum  Kedun huraf o dinflal  memenuhi
stondar pelayannn minfmal  penyelenggarann  pendidikan
dan/ntau hastl nkreditant sebagalmann dimaksud Diktum Kedun
huaraf b tdak  mendanpnt peringkat  minimal €, moka  izin

operaslonnl  sebagaimann - dimaksud  dolam  Diktum - Kesatu
dicabut,

KELIMA ¢ Keputusan inl mulad berlnku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 18 Juni 2019

BRLALA KANTOR WILAYAH
IR TERIAN AGAMA
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 968 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL
BAROKAH TEMUASRI SEMPU
KABUPATEN BANYUWANGI PROVINSI
JAWA TIMUR

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Nama Raudhatul Athfal RAUDHATUL ATHFAL AL-BAROKAL
TEMUASRI SEMPU KABUPATEN
BANYUWANGI

Nomor Statistik Madrasah 101235100120

Alamat Raudhatul Athfal DUSUN KRAJAN
DESA TEMUASRI

KECAMATAN SEMPU
KABUPATEN BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

Nama Organisasi Penyelenggara LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU

Akte Notaris Organisasi | NO.4, MUNYATI SULLAM,SH.,MA
Penyelenggara '

Pengesahan Akte Notaris | AHU-119.AH.01.08. TAHUN 2011 /
Organisasi Penyelenggara 26 JUNI 2011

KANTOR WILAYAH
HUGNERIAN AGAMA
o 7‘\".\ JAWA TIMUR,
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